
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL 

 
Tahun : 2013                                Nomor :  7 

 
   

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 7 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEGAL, 
 

Menimbang : a.  Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang 
tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran 
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa 
lebih tahun anggaran sebelumya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013; 
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 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun Anggaran 2013; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan     Pemerintah  Yang  Bersih  
dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049 ); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan  
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) ; 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  
4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4869); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor  195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

28. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2007 Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 17); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2008 Nomor 21); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 28); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 33); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal  
Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 
dan 

BUPATI TEGAL 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.488.649.903.000,00 bertambah 
sejumlah Rp.181.530.132.000,00 sehingga menjadi 
Rp.1.670.180.035.000,00  dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. Pendapatan Daerah 

a. Semula   Rp. 1.421.102.386.000,00 
b. Bertambah   Rp.    121.833.761.000,00 

Jumlah Pendapatan  
Setelah Perubahan Rp. 1.542.936.147.000,00 

 
2. Belanja Daerah : 

a. Semula   Rp. 1.475.011.215.000,00 
b. Bertambah   Rp.    176.530.132.000,00 

Jumlah Belanja  
Setelah Perubahan Rp.1.651.541.347.000,00 

Surplus/ (Defisit) (Rp.  108.605.200.000,00) 
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3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

1) Semula   Rp.    67.547.517.000,00 
2) Bertambah  Rp.    59.696.371.000,00 

Jumlah Penerimaan  
Setelah Perubahan Rp.  127.243.888.000,00 

b. Pengeluaran 
1) Semula   Rp.    13.638.688.000,00 
2) Bertambah  Rp.      5.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran  
Setelah Perubahan Rp.     18.638.688.000,00 
Pembiayaan Neto  
Setelah Perubahan Rp.   108.605.200.000,00 

 
Sisa lebih Anggaran  
Tahun Berkenaan :  Rp.                 0,00 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula  Rp.   124.014.006.000,00 
2) Bertambah  Rp.      12.719.159.000,00 

Jumlah Pendapatan  
Asli Daerah  
Setelah Perubahan Rp.   136.733.165.000,00 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula  Rp.1.069.037.615.000,00 
2) Berkurang  Rp.          806.221.000,00 

Jumlah Dana  
Perimbangan  
Setelah Perubahan Rp.1.069.843.836.000,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
1) Semula  Rp.   228.050.765.000,00 
2) Bertambah  Rp.   108.308.381.000,00 

Jumlah Lain-lain  
Pendapatan Daerah  
yang Sah Setelah  
Perubahan  Rp.   336.359.146.000,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah 

1) Semula  Rp.  40.404.822.000,00 
2) Bertambah  Rp.    3.451.150.000,00 

Jumlah Pajak Daerah  
Setelah Perubahan Rp.    43.855.972.000,00 

b. Retribusi Daerah 
1) Semula  Rp. 19.769.725.000,00 
2) Berkurang  Rp.   3.686.164.000,00 

Jumlah Retribusi  
Daerah Setelah  
Perubahan  Rp.     23.455.889.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Semula  Rp.   4.965.207.000,00 
2) Bertambah  Rp.       (42.275.000,00) 

Jumlah Hasil  
Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang Dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp.       4.922.932.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
1) Semula  Rp.  58.874.252.000,00 
2) Bertambah  Rp.    5.624.120.000,00 

Jumlah Lain-lain  
Pendapatan Asli  
Daerah yang Sah 
Setelah Perubahan Rp.     64.498.372.000,00 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Semula  Rp.  38.936.401.000,00 
2) Berkurang  Rp.       806.221.000,00 

Jumlah Dana  
Bagi Hasil Setelah  
Perubahan  Rp.     39.742.622.000,00 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula  Rp.957.576.304.000,00 
2) Berkurang  Rp                          0,00 

Jumlah Dana Alokasi  
Umum Setelah  
Perubahan  Rp. 957.576.304.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula  Rp.  72.524.910.000,00 
2) Bertambah  Rp.                         0,00 

Jumlah Dana Alokasi  
Khusus Setelah  
Perubahan  Rp.   72.524.910.000,00 

 
(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah 

1) Semula  Rp.       117.012.000,00 
2) Bertambah  Rp.                   0,00 

Jumlah Hibah setelah 
  Perubahan  Rp.         117.012.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 
lainnya 
1) Semula  Rp.  54.157.534.000,00 
2) Bertambah  Rp.  11.947.825.000,00 

Jumlah dana Bagi  
Hasil Pajak dan  
Provinsi Setelah 
Perubahan  Rp.    66.105.359.000,00 
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula  Rp.129.123.524.000,00 
2) Bertambah  Rp.  76.215.556.000,00 

Jumlah Dana  
Penyesuaian dan  
Otonomi Khusus  
Setelah Perubahan Rp.  205.339.080.000,00 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 
lainnya 
1) Semula  Rp.  44.652.695.000,00 
2) Bertambah   Rp.  20.145.000.000,00 

Jumlah Bantuan  
Keuangan dari  
Provinsi atau  
Pemerintah Daerah  
Lainnya Setelah  
perubahan   Rp.    64.797.695.000,00 
 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 

terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula  Rp. 946.442.730.000,00 
2) Bertambah  Rp.   87.547.907.000,00 

Jumlah Belanja  
Tidak Langsung  
Setelah Perubahan Rp. 1.033.990.637.000,00 

b. Belanja Langsung 
1) Semula  Rp. 528.568.485.000,00 
2) Bertambah  Rp.   88.982.225.000,00 
Jumlah Belanja  
Langsung Setelah  
Perubahan  Rp.    617.550.710.000,00 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula  Rp. 841.204.985.000,00 
2) Bertambah  Rp.   72.367.432.000,00 

Jumlah Belanja  
Pegawai Setelah  
Perubahan  Rp.    913.572.417.000,00 

b. Belanja bunga 
1) Semula  Rp.      60.000.000,00 
2) Bertambah  Rp.                      0,00 
Jumlah Belanja  
Bunga Setelah  
Perubahan  Rp.          60.000.000,00 

c. Belanja Hibah 
1) Semula  Rp.  44.758.245.000,00 
2) Bertambah  Rp.  11.937.575.000,00 
Jumlah Belanja Hibah  
Setelah Perubahan Rp.      56.695.820.000,00 

d. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula  Rp.  12.172.300.000,00 
2) Berkurang  (Rp.    2.400.000.000,00) 
Jumlah Belanja  
Bantuan Sosial  
Setelah Perubahan Rp.        9.772.300.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa 
1) Semula  Rp.  44.247.200.000,00 
2) Bertambah  Rp.    3.942.900.000,00 

Jumlah Belanja  
Bantuan Keuangan  
kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan  
Pemerintah Desa  
Setelah Perubahan Rp.     48.190.100.000,00 
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f. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula  Rp.    4.000.000.000,00 
2) Bertambah  Rp.    1.700.000.000,00 

Jumlah Belanja  
Tidak Terduga  
Setelah Perubahan Rp.       5.700.000.000,00 
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis   belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula  Rp.   38.688.526.000,00 
2) Bertambah  Rp.     4.065.185.000,00 

Jumlah Belanja  
Pegawai Setelah  
Perubahan  Rp.        42.753.711.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula  Rp. 266.969.817.000,00 
2) Bertambah  Rp.   69.832.363.000,00 

Jumlah Belanja  
Barang dan Jasa  
Setelah Perubahan Rp.      336.802.180.000,00 

c. Belanja Modal 
1) Semula  Rp.  222.910.142.000,00 
2) Bertambah  Rp.    15.084.677.000,00 

Jumlah Belanja  
Modal Setelah  
Perubahan  Rp.       237.994.819.000,00 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
angka 3 terdiri dari : 
a. Penerimaan 

1) Semula  Rp.    67.547.517.000,00 
2) Bertambah  Rp.    59.696.371.000,00 
 Jumlah Pembiayaan 

Daerah Setelah  
Perubahan  Rp.       127.243.888.000,00 
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b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula  Rp.    13.638.688.000,00 
2) Bertambah  Rp.      5.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran  
Pembiayaan Setelah 
 Perubahan  Rp.         18.638.688.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pembiayaan : 
1) Semula   Rp.  46.404.557.000,00 
2) Bertambah  Rp.  59.696.371.000,00 

Jumlah SiLPA Tahun  
Anggaran Sebelumnya  
Setelah Perubahan Rp.       106.100.928.000,00 

a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
1) Semula  Rp.       142.960.000,00 
2) Bertambah  Rp.             0,00 

Jumlah Penerimaan  
Kembali Pemberian  
Pinjaman  Rp.              142.960.000,00 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan dana cadangan 

1) Semula  Rp.    7.000.000.000,00 
2) Bertambah  Rp.                      0,00 

Jumlah Penyertaan  
Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah  
Setelah Perubahan Rp.           7.000.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang 
1) Semula  Rp. 368.688.000,00 
2) Bertambah  Rp.           0,00 
Jumlah Pembayaran  
Pokok Utang Setelah  
Perubahan  Rp.           368.688.000,00 
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Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah 
Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah 
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai Per Golongan 
dan Per-Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 
 
 Ditetapkan di Slawi 

pada tanggal  8 Oktober 2013           
 

Pj. BUPATI TEGAL 
 

ttd. 
 

SATRIYO HIDAYAT 
 

 
Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 8 Oktober 2013           
 

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
 

ttd. 
 

HARON BAGAS PRAKOSA 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 
NOMOR 7 

 


